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Abstrak
 

Salah satu upaya mengatasi permasalahan overcapacity lapas adalah dengan mengusahakan rehabilitasi bagi

pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian rehabilitasi, melalui Peraturan

Bersama Rehabilitasi 2014 dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang bertugas melakukan asesmen medis

dan hukum terhadap pelaku, lalu memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku. Namun, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009) tidak mengatur kewajiban asesmen

oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai syarat pemberian rehabilitasi. Selain itu, tidak terdapat pengaturan

secara jelas mengenai kekuatan pembuktian hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Melalui penulisan ini,

akan diteliti mengenai bagaimana kedudukan Tim Asesmen Terpadu dalam UU No. 35/2009 serta kekuatan

pembuktian hasil asesmennya dan pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Metode penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder,

yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tim Asesmen

Terpadu tidak memiliki kedudukan dalam UU No. 35/2009 karena pembentukannya yang hanya didasarkan

pada Peraturan Bersama yang bukan termasuk sebagai peraturan perundangundangan sehingga membuat

kedudukan Tim Asesmen Terpadu lemah dalam proses penegakkan hukum. Kemudian, hasil asesmen yang

dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dapat digunakan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, tetapi

kekuatan hasil asesmen tersebut tidak mengikat hakim dalam mengambil putusan.

......One of the efforts to overcome the problem of prison overcapacity is to provide rehabilitation for drug

abuse offenders. In order to optimize the provision of rehabilitation, through the 2014 Joint Regulation on

Rehabilitation, an Integrated Assessment Team was formed to conduct medical and legal assessments of

offenders, and provide recommendations for rehabilitation for offenders. However, Law No. 35/2009 on

Narcotics (Law No. 35/2009) does not regulate the obligation of assessment by the Integrated Assessment

Team as a condition for providing rehabilitation. In addition, there is no clear regulation regarding the

evidentiary power of the Integrated Assessment Team's assessment results. This paper will examine the

position of the Integrated Assessment Team in Law No. 35/2009 as well as the evidentiary power of the

assessment results and their influence on the judge's consideration in making a decision. This research

method is juridical-normative by using primary data and secondary data, namely through interviews and

literature studies. The results of this study indicate that the Integrated Assessment Team has no position in

Law No. 35/2009 because its formation is only based on a Joint Regulation which is not included as a

statutory regulation, making the Integrated Assessment Team's position weak in the law enforcement

process. Then, the results of the assessment conducted by the Integrated Assessment Team can be used as

documentary evidence or expert testimony, but the strength of the assessment results does not bind the judge

in making a decision.
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